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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
         Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya 
membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai 
dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa 
mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu 
hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. 
Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak 
memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di 
desa atau di kota.  
          Sudah lebih dari satu dasawarsa Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan secara nasional di Indonesia. 
Undang – Undang ini telah memberikan landasan atau dasar hukum dari 
sistem perkawinan di Indonesia. Hukum ini mencakup pihak-pihak, yakni 
Pemerintah dan aparaturnya, dan sisi lainnya adalah masyarakat Indonesia. 
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 telah menampung dengan semaksimal 
mungkin nilai-nilai perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia namun di 
lain pihak menampung pula unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan 
kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan. 
            Kepastian hukum dalam perkawinan sangat diperlukan,  maka suatu 
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku sebagai prinsip legalitas. Sedangkan prinsip lain yang dianut oleh 
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah asas 
monogami. Pengecualian dapat terjadi bilamana dikehendaki oleh yang 
bersangkutan, sepanjang hukum dan agama mengizinkannya. Terdapat pula 




pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon 
mempelai wanita 16 tahun. Pembatasan ini mengandung maksud, bahwa calon 
suami istri itu harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan 
meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk 
bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. 
            Batas usia kawin yang lebih rendah pada kenyataanya mengakibatkan 
laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang 
lebih tinggi. Pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Untuk itulah, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 
membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang 
dicantumkan dalam Bab II Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus 
dipatuhi oleh pihak - pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataan 
kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya 
pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. 
Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena 
adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, 
maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin 
siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada 
pencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar Undang Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
(http://dahlanforum.wordpress.com/2009/02/19/pencegahan-perkawinan-di-
bawah-umur/ ) 
Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh 
sistem hukum adat yang cukup kental dan kesadaran hukum pada masyarakat 
yang masih rendah mempengaruhi pergaulan kehidupan pada masyarakat, dan 
kualitas hidup masyarakat. Banyak permasalahan mengenai anak yang terjadi 
di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, seperti contoh yang sering terjadi 
adalah perkawinan anak di bawah umur, pada masyarakat Indonesia hal ini 
dianggap hal yang biasa dan lumrah, perkara nikah di bawah umur bukanlah 




sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu 
banyak pelaku , baik di kota besar maupun  di pedalaman. Penghujung akhir 
tahun 2008, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita pernikahan yang 
dilakukan seoarang pria dewasa dengan seorang anak di bawah umur, yaitu 
perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji terhadap Lutviana Ulfah. 
(http://skripsi.unila.ac.id/2009/07/23/implikasi-perkawinan-anak-dibawah-
umur-dengan-orang-dewasa-ditinjau-dari-aspek-hukum-pidana/ ) 
       Pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa seperti menampar wajah pembuat 
hukum dan aparat hukum negeri ini. Kasus ini sebenarnya bukan yang 
pertama dan bukan juga yang terakhir , kasus ini hanyalah satu kasus yang 
mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap di bawah permukaan 
laksana gunung es.  Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa 
hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang ‘tak bergigi’, karena 
begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara 
hukum.  
Hal ini sebenarnya juga merupakan  pelanggaran hak anak. Melanggar 
hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati 
masa anak-anaknya. Keadaan seperti ini tidak tepat karena secara psikologis 
masa – masa itu adalah waktunya untuk bermain. Anak yang berusia di bawah 
18 tahun tidak direkomendasikan untuk berkeluarga, dan bertanggung jawab 
melakukan hubungan heteroseksual dan bisa mengalami kekerasan seksual 
karena pada usia tersebut, kondisi psikoseksualnya belum dimungkinkan. 
(http://www.detiknews.com/read/2008/10/22/174332/1024308/10/kak-seto-
itu-kepentingan-orang-tua-bukan-anak 
 Gejala lain yang perlu diamati antara  lain bahwa pernikahan anak-
anak yang menikah pada usia tersebut lebih menonjolkan kepentingan orang 
tua dibanding kepentingan anak itu sendiri. Kondisi seperti ini membuat anak 
tidak  mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Hal ini sangat ironis karena 
seharusnya anak-anak dilindungi. Hal tersebut, merupakan bentuk 




perdagangan anak dan bisa mengarah kepada eksploitasi dan kekerasan 
ekonomi. Jika memang benar anak tersebut mengalami kekerasan seksual dan 
ekonomi, maka pelakunya bisa dijerat dengan pasal pidana dalam Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . 
Orang tua mengambil peran penting dalam terjadinya perkawinan anak 
di bawah umur . Peranan orang tua menjadi sangat besar karena budaya 
patriarki di masyarakat masih kental sekali . Budaya ini menempatkan anak 
perempuan bawah kekuasaan orang tua dan orang tua bisa berlaku seenaknya , 
sehingga tidak jarang terdapat kejadian dimana justru orang tua memaksakan 
anaknya untuk menikah walaupun sebenarnya usia mereka masih sangat di 
bawah umur. Bahkan lebih menyedihkan lagi adalah sikap orang tua yang 
cenderung mentelantarkan anaknya karena pada dasarnya mereka kesulitan 
untuk membimbing anak mereka sendiri. 
Berdasar uraian fakta dan penjelasan diatas maka penulis merasa perlu 
untuk melakukan kajian hukum yang lebih mendalam terhadap perkawinan di 
bawah umur ditinjau dari hukum pidana yang juga membicarakan mengenai 
faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur 
serta bagaimana keterlibatan serta orang tua dalam perkawinan dibawah umur 
dan juga bagaimana sudut pandang hukum pidana terhadap hal tersebut dalam 
bentuk penelitian hukum dengan judul ” TINJAUAN HUKUM PIDANA 
TERHADAP  KETERLIBATAN ORANG TUA TENTANG 
TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR ( Studi 
Kasus di Kejaksaan Negeri Ambarawa)”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
   Dalam suatu penelitian , perumusan masalah diperlukan 
untuk memudahkan dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti 
agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah , sehingga 
dapat tercapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban 
yang diharapkan. 




   Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan 
sebelumnya , maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian 
ini sebagai berikut : 
1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan 
anak di bawah umur ? 
2. Bagaimanakah bentuk keterlibatan orang tua serta bagaimana sudut 
pandang hukum pidana terhadap keterlibatan orang tua tersebut 
dalam terjadinya perkawinan anak di bawah umur? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
   Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan 
tertentu , demikian pula dalam penelitian ini harus terdapat tujuan yang 
jelas dan tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak – 
pihak lain , demikian pula tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang menyebabkan 
terjadinya perkawinan anak di bawah umur. 
b. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan orang tua dalam 
terjadinya perkawinan anak di bawah umur . 
c. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hukum pidana 
terhadap keterlibatan orang tua apabila terjadi perkawinan anak 
di bawah umur . 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap 
hukum pidana di Indonesia . 
b. Untuk memberikan pemahaman bagi penulis terkait 
keterlibatan orang tua perkawinan anak di bawah umur. 
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar 
sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum pada Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 




d. Untuk menerapkan ilmu dan teori – teori ilmu hukum yang 
telah penulis peroleh. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 Setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat serta 
kegunaan yang diambil dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat 
yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoretis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi , menambah dan 
mengembangkan pengetahuan , literature dan khasanah dunia 
kepustakaan dalam bidang ilmu hukum pidana , khususnya 
mengenai keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di 
bawah umur. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 
di masa yang akan datang yang terkait dengan bidang 
penelitian yang penulis teliti. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman terkait faktor – faktor apakah yang menyebakan 
terjadinya perkawinan anak di bawah umur. 
b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai 
bagaimana keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di 
bawah umur. 
c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana 
sudut pandang hukum pidana terhadap keterlibatan orang tua 
apabila terjadi perkawinan anak di bawah umur . 
 
 




E. METODE PENELITIAN 
  Metode berasal dari kata dasar metode dan logi . Metode 
artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis) , sedangkan 
logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir . Metodelogi artinya 
ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis) . 
Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan peneltian 
dengan teratur (sistematis)  
  Metodologi penelitian merupakan cara utama untuk 
memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah , sehingga tujuan dari penelitian dapat tecapai . Metodologi 
penelitian juga merupakan suatu cara atau langkah sebagai pedoman 
untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala 
atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi 
sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan unsur yang 
mutlak harus ada dalam penelitian. 
  Peranan metodologi penelitian menurut Soerjono Soekanto 
adalah sebagai berikut: 
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap ; 
2. Memberi kemungkinan yang lebih besar , untuk meneliti hal – hal 
yang belum diketahui ; 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan 
penelitian interdispliner ; 
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta 











Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penilitian 
 Mengacu pada perumusan masalah , maka penelitian ini 
termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan . Di dalam melakukan penulisan hukum ini 
penulis melakukan penelitian dan memperoleh data informasi yang 
berkaitan dengan materi penulisan ini dari Kejaksaan Negeri 
Ambarawa  
2. Sifat Penelitian 
 Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan 
penelitian deskriptif , yang diartikan sebagai suatu prosedur 
pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan 
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya ( Soerjono Soekanto , 
2006 : 43 ) 
3. Lokasi Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di 
Kejaksaan Negeri Ambarawa. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan 
pertimbangan karena Kejaksaan Negeri Ambarawa merupakan aparat 
penegak hukum yang memeriksa kasus keterlibatan orang tua dari 
Ulfa yaitu Suroso dalam perkawinan anaknya dengan Pujiono C.W 
atau sering dikenal dengan Syekh Puji. 
4. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif . Menurut Soerjono Soekanto , pendekatan 
kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 




deskriptif , yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau 
lisan, dan perilaku nyata ( Soerjono Soekanto, 1986:32) 
5. Jenis Data 
 Secara umum, maka dalam penelitian biasanya dibedakan 
antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari 
bahan – bahan pustaka . Data yang diperoleh secara langsung dari 
masyarakat dinamakan data primer , sedangkan yang diperoleh dari 
bahan – bahan pustaka lainnya dinamakan data sekunder ( Soerjono 
Soekanto 1986:51) . Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  
sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan 
mengadakan wawancara terhadap Kasipidum Kejaksaan Negeri 
Ambarawa yaitu Bapak Bambang Wiwono S.H, M.H, penambahan 
data dilakukan dengan wawancara terhadap Sekretaris LSM 
KOMPAK yakni Bapak Ari Nurcahya, S.H dan Kepala KUA 
Kecamatan Jambu – Kabupaten Semarang yakni Bapak Muchrodi. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung 
dari lapangan , melainkan diperoleh dari studi kepustakaan 
berbagai buku , arsip , dokumen, peraturan perundang – undangan, 
hasil penelitian ilmiah dan bahan – bahan kepustakaan lainnya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
6. Sumber Data 
 Sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh dan 
digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini sumber data 
meliputi : 
a. Sumber data primer  




Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara 
langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari 
lokasi penelitian , yakni Bapak Bambang Wiwono S.H, M.H 
selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Ambarawa, penambahan 
data dilakukan dengan wawancara terhadap Sekretaris LSM 
KOMPAK yakni Bapak Ari Nurcahya, S.H dan Kepala KUA 
Kecamatan Jambu – Kabupaten Semarang yakni Bapak 
Muchrodi 
b. Sumber data sekunder 
 Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan 
mendukung sumber data primer , meliputi buku , arsip , 
dokumen, peraturan perundang – undangan, hasil penelitian 
ilmiah dan bahan – bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti 
7. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik 
tertentu guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni : 
 a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak , yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu        
( Lexy J. Moleong, 2007:186) . Penulis melakukan wawancara 
secara terstruktur dengan Bapak Bambang Wiwono S.H, M.H 
selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Ambarawa, penambahan 
data dilakukan dengan wawancara terhadap Bapak Ari Nurcahya, 
S.H selaku Sekretaris LSM KOMPAK dan Bapak Muchrodi 
selaku Kepala KUA Kecamatan Jambu – Kabupaten Semarang. 
 




b. Studi Dokumen 
Studi dokumen berguna untuk mendapatkan landasan teori 
mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum yang berupa 
meliputi buku , arsip , dokumen, peraturan perundang – 
undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan – bahan kepustakaan 
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
8. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal 
yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
yang diteliti berdasarkan data – data yang dikumpulkan. Analisis 
data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola , kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data ( Lexy J. Moleong 2007:280) 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 
kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan 
penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data , 
kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut 
berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada 
verifikasi dan penelitian kembali guna mengumpulkan data yang 
lebih lengkap  
Ketiga komponen tersebut adalah : 
a. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi , penyederhanaan dan abstraksi dari data 
(fieldnote). 
b. Sajian Data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi , deskripsi dalam 
bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang 
dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah 




sehingga dapat menjawab permasalahan – permasalahan yang akan 
diteliti. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Dari awal pengumpulan data , peneliti harus sudah memahami apa 
arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan 
peraturan – peraturan dan pola – pola , pernyataan – pernyataan 
dan konfigurasi yang mungkin , arahan, sebab akibat, dan berbagai 
proporsi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar bisa 
dipertanggungjawabkan. ( H.B Sutopo,2002:8 ). 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM   
   Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai       
sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam 
penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan 
hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab 
yang dimana tiap – tiap bab terbagi dalam sub – sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 
penelitian ini. Sistematika penulisan hukum itu adalah sebagai berikut : 
  BAB I  :  PENDAHULUAN 
 Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan 
gambaran awal tentang penelitian yang meliputi 
latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan 
penelitian , manfaat penelitian , metode peneltian 
serta sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang teori – 
teori yang melandasi penelitian hukum . Pada bab 




ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang 
perkawinan , tinjauan umum tentang hukum pidana , 
tinjauan umum tentang anak dan orang tua. 
BAB III          :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil 
penelitian yang diperoleh berupa pembahasan 
tentang faktor – faktor apa yang menyebabkan 
terjadinya perkawinan anak di bawah umur , 
bagaimana keterlibatan orang tua dalam perkawinan 
anak di bawah umur dan bagaimana sudut pandang 
hukum pidana terhadap peran serta orang tua 
apabila terjadi perkawinan anak di bawah umur . 
BAB IV          : PENUTUP 
 Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang 
berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan 
analisa dari data yang diperoleh selama penelitian 
sebagai jawaban terhadap pembahasan agar dapat 
menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk 


















     1. Kerangka Teori 
a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 
 1). Pengertian Hukum Pidana 
   Secara bahasa istilah hukum pidana merupakan 
terjemahan dari kata strafrecht dari bahasa Belanda .Wirjono 
Prodjodikoro mengatakan bahwa istilah hukum pidana mulai 
dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia , 
dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata yang 
juga berasal dari bahasa Belanda yaitu privat recht ( Wirjono 
Prodjodikoro , 1989 :1 ). Sedang dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia memberikan arti hukum pidana yaitu hukum 
mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap 
penguasa ( Poerwadarminta , 2007 : 889 ) 
   Moeljatno memberikan suatu pengetian bahwa hukum 
pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara , yang mengadakan dasar – dasar aturan 
untuk  : 
a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , 
yang dilarang , dengan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan tersebut ; 
b) Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana dicantumkan , 
dan 
c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
melanggar aturan tersebut. ( Moeljatno , 1985:1) 
 




  Pengertian para ahli yang telah penulis uraikan diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana adalah bagian 
dari hukum publik yang berisi ketentuan – ketentuan tentang: 
a) Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan 
perbuatan – perbuatan tertentu yang disertai ancaman 
sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu ; 
b) Syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si 
pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya ; 
c) Tindakan dan upaya – upaya yang boleh atau harus 
dilakukan negara melalui alat kelengkapannya ( polisi , 
jaksa , hakim ) terhadap yang disangka dan didakwa 
sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha 
negara menentukan , menjatuhkan dan melaksanakan sanksi 
pidana terhadap dirinya , serta tindakan dan upaya – upaya 
yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau 
terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha 
melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari 
tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum 
pidana tersebut. (Adami Chazawi , 2002 : 2) 
 Hukum pidana dibagi menjadi 2(dua) bagian , yakni 
hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam 
arti subyektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana 
yang berlaku , atau juga disebut hukum positif atau ius 
poenale . Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif 
mempunyai dua pengertian yaitu: 
(1) Hak dari negara dan alat kekuasaanya untuk 
menghukum , yakni hak yang telah mereka peroleh dari 
peraturan – peraturan yang telah ditentukan oleh hukum 
pidana dalam arti objektif 
(2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran 
terhadap peraturan – peraturanya dengan hukuman. 
(Lamintang , 1997:3) 
2). Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana 
   Sebagai bagian dari hukum publik , hukum pidana 
mempunyai fungsi sebagai berikut . :  




a) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan – 
perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan 
hukum tersebut ; 
b) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka 
negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai 
kepentingan hukum ; 
c) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 
negara melaksanakan fungsi perlindungan atas 
kepentingan hukum. ( Adami Chazawi , 2002: 15-16) 
 Hukum pidana secara umum sebenarnya mempunyai tujuan 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang 
dilakukan seseorang . Tujuan hukum pidana terdiri dari  
(1) Fungsi Preventif 
Hukum pidana memberikan rasa takut untuk melakukan 
perbuatan pidana. 
(2) Fungsi Represif 
 Hukum pidana mendidik orang yang melakukan perbuatan 
pidana supaya sadar dan menjadi orang baik. ( Amiek 
Sumindriyatmi dkk, 2005:86 ): 
3). Teori pemidanaan  
a) Teori Mutlak ( Teori Pembalasan ) 
  Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan dari 
hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang 
yang telah berbuat jahat harus mendapatkan hukuman , dan 
hukuman itu semata – mata hanya bertujuan sebagai 
pembalasan atas kejahatannya. Pembalasan terhadap 
kejahatan adalah keharusan dalam kesusilaan serta harus 
setimpal dengan perbuatannya. 
b) Teori Relatif ( Teori Tujuan ) 
  Teori ini berpendapat bahwa yang menjadi dasar 
hukum bukanlah pembalasan melainkan tujuan atau manfaat 
hukum. 
c) Teori Gabungan 
 Ajaran ini mencakup dasar hukuman dari teori mutlak 
dan teori relatif menjadi satu. Oleh karena itu aliran ini 




berpendapat bahwa dasar hukuman selain kejahatan itu 
sendiri yaitu pembalasan atau siksaan tetapi juga termasuk 
dasar tujuan dari hukuman. ( C.S.T Kansil , 1993 :101-105) 
4). Asas – Asas Hukum Pidana 
   Beberapa asas dalam hukum pidana adalah sebagai 
berikut:  
a) Asas Legalitas atau Asas Pokok 
  Asas Legalitas dalam bahasa Latin disebut 
”nullumdelictum nulla poena sine praevia lege peonale ” , 
yang artinya bahwa tiada perbuatan pidana jika tidak ada 
ketentuan perundang – undangan yang mengatur 
sebelumnya. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP , yang menyatakan ” tidak ada satu perbuatan dapat 
dipidana , kecuali atas kekuatan aturan hukum pidana 
dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum 
perbuatan dilakukan ” .Asas Legalitas ini memiliki tujuan 
sebagai berikut : 
(1) Untuk mencegah penjatuhan pidana secara sewenang 
– wenang ; 
(2) Untuk mencapai kepastian hukum ; 
(3) Hukum pidana bersumber pada hukum tertulis . 
Akibat dari Asas Legalitas adalah : 
(1) Perundang – undangan pidana tidak boleh berlaku 
surut 
(2) Tidak dapat digunakan penafsiran secara analogis 
dalam hukum pidana 
 
b) Asas Lex Temporis Delictie 
 Artinya bahwa peraturan perundang – undangan 
mengenai perbuatan yang dilarang dan pidananya , yang 
dapat digunakan untuk menuntut dan menjatuhkan pidana 




adalah perundang – undangan yang ada pada waktu 
perbuatan tersebut dilakukan. 
 Akibat dari asas ini adalah bahwa peraturan 
perundang – undangan pidana tidak boleh berlaku surut. 
Pengecualian dari asas lex temporis delictie , tercantum 
dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yakni apabila sesudah 
perbuatan dilakukan ada perubahan dalam undang – undang 
, digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa. 
 
c) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ( Geen Straft Zonder 
Schuld ) 
  Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan 
pidana baru dapat dipidana jika ada unsur kesalahan. 
Hal – hal yang meniadakan pidana diantaranya : 
(1)  Jasmani atau rohani yang cacat , misalnya sakit jiwa ; 
(2) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat   
dihindarkan (  force majure ) ; 
(3) Untuk mempertahankan diri ; 
(4) Menjalankan ketentuan undang – undang .  
( Amiek Sumindriyatmi dkk, 2005: 91-92) 
 
d) Asas Hukum Pidana Khusus mengesampingkan Hukum 
Pidana Umum (Lex Specialis Derogart Lex Generalis) 
 Artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua 
jenis yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, dimana 
Undang Undang yang tidak terkodifikasi tersebar, maka 
jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana 
seperti korupsi maka yang diberlakukan adalah Undang 
Undang Korupsi sebagai hukum yang lebih khusus (lex 
spesialis), atau orang yang melakukan jual beli narkoba 




maka yang diberlakukan adalah Undang Undang 
Psikotropika sebagai lex spesialis, KUHP berkedudukan 
sebagaai hukum yang lebih umum (lex generalis). 
  Ketentuan mengenai asas ini dicantumkan dalam 
Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa setiap ketentuan 
dalam KUHP juga berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang 
oleh ketentuan perundang – undangan lain diancam dengan 
pidana, kecuali bila oleh undang – undang ditentukan lain.   
(http://mydailythought.googlepages.com/DraftBukuAjarPH
I.pdf) 
5). Tindak Pidana 
a). Pengertian Tindak Pidana 
  Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman pidana , selain itu pelaku tindak 
pidana dapat juga dikatakan sebagai ”subyek” tindak pidana . 
( Wirjono Prodjodikoro,2002:55) 
Beberapa ahli yang berpandangan monisme juga 
merumuskan pengertian mengenai tindak pidana  :  
(1) J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah 
perbuatan yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan . 
(2) Simons , merumuskan straafbaarfeit adalah suatu 
tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang 
dinyatakan sebagai yang dapat dihukum. ( Adami 
Chazawi,2002:75) 
 Beberapa ahli lainnya yang memiliki pandangan 
dualisme juga berupaya merumuskan pengertian tindak 
pidana, antara lain :  




(1) Pompe , merumuskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan 
yang menurut suatu rumusan Undang – Undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
(2) Vos, merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundangan – undangan. 
(3) R.Tresna, merumuskan bahwa peristiwa pidana itu adalah 
suatu rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan 
dengan Undang – Undang atau peraturan perundang – 
undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman. ( Adami Chazawi 2002:72) 
 Konsekuensi dari pandangan kedua aliran tersebut 
dalam amar putusan secara teori berbeda, yaitu bahwa dalam 
pandangan aliran monisme maka bila salah satu unsur tidak 
terbukti, baik unsur subjektif maupun unsur objektif maka 
seorang pelaku tindak pidana harus dibebaskan (vrijspraak) 
tetapi apabila semua unsur terbukti maka si pelaku dapat 
dipidana. Pandangan dualisme memiliki pandangan yang 
berbeda yaitu apabila yang tidak terbukti unsur objektif maka 
amar putusannya ialah bebas (vrijspraak). Namun jika yang 
tidak terbukti adalah unsur subjektif maka amar putusannya 
ialah dilepas dari segala tuntutan (ontslag van 
rechtsvervologing). KUHP menganut pandangan dualisme, 
sebagai contoh nyata dalam pengaturan di KUHP apabila 
dalam suatu perbuatan pidana suatu unsur objektif yaitu unsur 
melawan hukum telah terbukti tetapi si pelaku tidak mampu 
bertanggung jawab yaitu terdapat dalam Pasal 44 KUHP 
maka ia harus dilepaskan dari segala tuntutan karena 
pelakunya sakit jiwa sehingga perbuatannya tidak mampu 
dipertanggung jawabkan. ( Martiman Prodjohamidjojo 
1996:20) 




 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) juga menganut pandangan dualisme seperti tertulis 
dalam Pasal 191 , yang berbunyi : 
Pasal 191 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan, kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa harus diputus bebas. 
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana 
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum. 
b) Unsur – Unsur Tindak Pidana 
 Tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur , 
yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif 
adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
berhubungan dengah diri si pelaku termasuk kedalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah : 
(1) kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus dan  
colpus) ; 
(2) maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP ; 
(3) macam – macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian , 
penipuan ,pemerasan dan lain – lain ; 
(4) merencanakn terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan 
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ; 
(5) perasaan takut atau vress seperti yang antara lain 
terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut 
Pasal 308 KUHP ; 




Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari 
pelaku itu harus dilakukan. 
  Unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain : 
(1) sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid ; 
(2) kualitas dari si pelaku , misalnya ”keadaan sebagai 
pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut 
Pasal 415 KUHP atau ”keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris dari suatu perseroan terbatas ” didalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP ; 
(3) kausalitas , yakni hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 
akibat. 
(Lamintang,1997:193-194) 
c) Jenis – Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar 
tertentu:  
 
(1) Menurut KUHP , tindak pidana dibedakan menjadi 
kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku I dan 
pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III; 
(2) Menurut cara merumuskannya ,dibedakan antara 
tindak pidana formil (formeel delicten)  dan tindak 
pidana materiil (materiil delicten) ; 
(3) Berdasarkan bentuk kesalahannya , dibedakan 
antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan 
(culpose delicten) ; 
(4) Berdasarkan macam perbuatannya , dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga 
disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) 
dan tindak pidana pasif atau negatif dapat disebut 
pula tindak pidana omisi (delicta ommissionis) ; 
(5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya , 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi 
seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang 
lama atau berlangsung terus ; 
(6) Berdasarkan sumbernya , dapat dibedakan antara 
tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ; 
(7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya , dapat 
dibedakan antara tindak pidana communia ( delicta 
communia). Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh 




siapa saja ,dan tindak pidana propia , tindak pidana 
ini dapat dilakukan hanya orang yang memiliki 
kualitas pribadi tertentu ; 
(8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan , dapat dibedakan antara tindak pidana 
biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan 
(klacht delicten); 
(9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang 
diancamkan , maka dapat dibedakan antara tindak 
pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten) , tindak 
pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) 
dan tindak pidana yang diperingan (geprivligieerde 
delicten ) ; 
(10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi , 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi ,seperti tindak pidana 
terhadap nyawa  dan tubuh , terhadap harta benda 
,tindak pidana pemalsuan , tindak pidana terhadapa 
nama baik , terhadap kesusilaan dan  lain 
sebagainya ; 
(11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi 
suatu larangan , dibedakan antara tindak pidana 
tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 
berangkai (samnegestelde delicten ). (Adami 
Chazawi,2002:117-118) 
 
d) Sifat Hukum Pidana 
  Ditinjau dari sifatnya , hukum pidana merupakan 
hukum publik , yaitu hukum yang mengatur hubungan 
individu dengan suatu masyarakat hukum umum , yakni 
negara atau daerah – daerah di dalam negara. Sifatnya 
sebagai hukum publik nampak jelas dari kenyataan – 
kenyataan:  
(1) Bahwa sifat dapat dihukumnya seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana itu tetap ada, walaupun 
tindakannya itu terlebih dahulu mendapat persetujuan 
dari korbannya ; 
(2) Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak 
digantungkan pada keinginan dari orang yang telah 
dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan. ( P.A.F Lamintang, 1990 :13-14) 




 Hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana 
adalah dengan tidak menitik beratkan pada kepentingan 
seorang individu , melainkan pada kepentingan orang 
banyak , yang juga dinamakan kepentingan umum. Sifat 
hukum publik dari hukum pidana ini dapat dilihat pada 
kenyataan bahwa terlaksananya hukum pidana pada 
hakikatnya tidak tergantung pada kehendak seorang 
individu , yang in concreto langsung dirugikan , melainkan 
kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. 
Namun hal ini terdapat beberapa pengecualian terhadap 
beberapa tindak pidana aduan , yaitu delik yang hanya 
dapat diajukan ke pengadilan hanya atas pengaduan dari 
seseorang yang terganggu kepentingan hukumnya.                
( Wirjono Prodjodikoro,1989:12) 
b. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Orang Tua 
 1). Pengertian Anak  
Berpedoman pada Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak disebutkan : 
” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan 
belas) tahun , termasuk anak yang masih di dalam kandungan ” 
2). Hak Anak 
  Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak mengatur mengenai berbagai hak anak terkait 
dengan kekerasan yang dialaminya terdapat dalam pasal – pasal 
sebagai berikut :  
Pasal 4 
 Setiap anak berhak untuk dapat hidup , tumbuh , 
berkembang dan berpatisipasi secara wajar seuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 





 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 
memanfaatkan waktu luang , bergaul dengan anak yang 
sebaya , bermain , berkreasi sesuai dengan minat , bakat , dan 
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
Pasal 13 ayat (1) 
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua ,wali ,atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : 
a. diskriminasi ; 
b. eksploitasi , baik ekonomi maupun sosial ; 
c. penelantaran ; 
d. kekejaman , kekerasan dan penganiayaan ; 
e. ketidakadilan 
f. perlakuan salah lainnya 
3). Pengertian Orang Tua  
 Penulis mengacu kepada Pasal butir 9 Undang – Undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan : 
” Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung , ayah/dan atau ibu 
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ”. 
4). Kewajiban Orang Tua 
 Undang Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan 
mengenai kewajiban orang tua hanya dalam 1(satu) pasal , yaitu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang 
berbunyi : 
Pasal 26  
(1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a.   mengasuh , memelihara , mendidik , dan melindungi anak 
; 
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan 
,bakat  dan minatnya ; 
c.   mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak 
(2) Dalam hal orang tua tidak ada , atau tidak diketahui 
keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat 
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 




ayat (1) dapat beralih kepada keluarga , yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 
 
         c. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
   1). Pengertian Perkawinan 
Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan , maka ” Perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 
dalam Undang Undang Perkawinan tersebut Soetojo 
Prawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur 
dalam definisi perkawinan yaitu: 
a) Ikatan lahir dan batin 
Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan 
ikatan batin saja atau ikatan lahir saja , tetapi kedua – 
duanya harus terpadu erat , suatu ikatan lahir merupakan 
ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya 
hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang 
wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri , 
sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak 
kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin 
merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga 
yang kekal dan bahagia. 
b) Antara seorang pria dan wanita 
  Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan 
antara seorang pria dan wanita , dengan demikian 
hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan 
dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi. 
 
 




c) Sebagai suami istri 
  Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita  
dipandang sebagai suami istri , apabila ikatan mereka 
didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu 
ikatan perkawinan dikatakan sah , apabila telah 
memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam 
undang – undang , baik syarat intern maupun ekstern. 
d) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal 
  Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah , 
ibu serta anak – anaknya merupakan sendi dasar susunan 
masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang 
bahagia , diharapkan kekal dalam perkawinan untuk 
selama – lamanya ,  kecuali karena kematian salah satu 
pihak. 
e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
  Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila , 
pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa , 
maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir 
atau jasmani saja , tetapi unsur batin atau rohani juga 
mempunyai unsur yang penting. (Soetojo 
Prawirohamidjojo,1988: 34-38) 
Perkawinan juga dapat diartikan sebagai cara hidup bersama 
dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi 
syarat – syarat tertentu . Perkawinan yang dimaksud disini ialah 
perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengenai 
suatu hidup bersama antara laki – laki dengan seorang perempuan 
. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal , dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah 
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja 
. Pemutusan karena sebab lain dari pada kematian diberikan suatu 
pembatasan yang ketat . Sehingga suatu pemutusan yang 
berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir , 
setelah jalan lain tidak bisa ditempuh 






2). Tujuan Perkawinan 
  Dalam rumusan perkawinan menurut Undang – Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu 
membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. 
Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan  untuk 
sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh 
karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya 
dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. 
  Untuk mencapai tujuan perkawinan , maka para pihak yang 
melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan 
jalan :  
a) Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban , 
sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak , yang 
masing – masing mempunyai latar belakang kehidupan 
yang berbeda , maka tujuan luhur dari perkawinan akan 
sangat sukar dicapai. 
b) Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi 
sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab 
keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan 
moral. ( Wantjik Saleh , 1982 :15) 
 
3). Syarat Sahnya Perkawinan 
Suatu perkawinan yang sah , hanyalah perkawinan yang 
memenuhi syarat – syarat tertentu dengan melalui prosedur 
tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan dianggap sah apabila 
dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu 
termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi 




golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang 
tersebut. 
 Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk 
melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1974 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 
sampai dengan Pasal 11  , yaitu sebagai berikut : 
a ) Adanya persetujuan kedua calon mempelai. 
  Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 
1974 berbunyi ” Perkawinan didasarkan atas persetujuan 
kedua calon mempelai ” . Persetujuan perkawinan adalah 
perkawinan itu harus berdasarkan kehendak bebas kedua 
pihak , baik calon mempelai pria maupun wanita. 
Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak 
untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat 
yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang 
bahagia , kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan 
perkawinan itu sendiri. 
b) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon 
mempelai yang  belum berusia 21 tahun. 
Mengenai perlunya ijin adalah erat sekali 
hubungannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam 
pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah 
payah dalam membesarkan anak – anaknya sehingga 
kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan 
calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi 
dan tanggung jawab orang tua 




Pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5) dan (6) Undang – Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : 
(2)  Untuk melangsungkan perkawinan seorang 
yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapatkan ijin kedua orang tua ; 
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua 
telah meninggal dunia , maka ijin yang 
dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang 
tua yang masih hidup ; 
(4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua 
telah meninggal dunia , maka ijin diperoleh 
dari wali atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dari garis keturunan lurus ke 
atas ; 
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara 
mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan 
(4) pasal ini , atau salah seorang atau lebih 
diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya , maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal yang memberikan ijin ; 
(6)  Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) 
pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – 
masing agama dan kepercayaanya itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
c) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon 
wanita  sudah mencapai 16 tahun. 
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : ” Perkawinan 
hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun ” . 
  Penentuan batas umur untuk melangsungkan 
perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai 
suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami-istri haruslah dilakukan oleh mereka 
yang sudah cukup matang , baik dilihat dari segi biologis 
maupun psikologis. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan 




tujuan perkawinan itu sendiri , juga mencegah terjadinya 
perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak – anak , 
sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak 
mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya 
bukan merupakan keturunan yang sehat. 
d) Antara calon mempelai pria dan wanita ada hubungan darah 
atau keluarga yang tidak boleh kawin. 
  Hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin 
menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 
adalah sebagai berikut : 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
dan ke atas ; 
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 
yaitu antara saudara , antara seorang dengan saudara 
orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek ; 
3. Berhubungan semenda , yaitu mertua , anak tiri , menantu 
dan ibu atau bapak tiri. ; 
4. Berhubungan susunan yaitu orang tua susunan , anak 
susunan dan bibi atau paman susunan ; 
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenekan dari istri , dalam hal seorang istri lebih dari 
seorang ; 
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin. 
e) Tidak berada dalam ikatan dengan pihak lain 
  Pasal 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: 
  ” Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 
lain tidak dapat kawin lagi , kecuali dalam hal tersebut pada 
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang – undang ini ” 
f) Bagi suami atau istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu 
sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya  
 Pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 
menyatakan : 




” Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu 
dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya , 
maka diantara mereka tidak boleh dilangsungka perkawinan 
lagi , sepanjang hukum masing – masing agama dan 
kepercayaan itu , dan yang bersangkutan tidak menentukan 
lain ”. 
g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai   
wanita yang janda 
  Pasal 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 
ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya , tidak 
boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain , akan tetapi 
















Perkawinan anak  dibawah umur 
Hukum Positif Legal Ilegal 
Keterlibatan Orang Tua 
Faktor Pendorong 
Kepastian hukum Sanksi Pidana 
 
2. Kerangka Pemikiran 
 




























Penjelasan Kerangka Pemikiran : 
 
Perkawinan anak di bawah umur dapat terjadi karena orang tua 
memiliki keterlibatan yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua 
dalam mengawinkan anak di bawah umur merupakan sebuah permasalahan 
hukum yang dalam pengaturannya terjadi pengaturan yang berbeda. Apabila 
kita melihat dari hukum positif di Indonesia maka sebenarnya perbuatan 
mengawinkan anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang 
Hukum Agama 
Hukum Pidana 




melanggar hukum atau dapat dikatakan illegal secara hukum . Banyak sekali 
perundang – undangan yang menentang terjadinya perkawinan anak di bawah 
umur . Selain mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur maka 
perundang – undangan yang ada juga memberikan perlindungan terhadap 
anak. Adapun perundang – undangan tersebut antara lain : 
1. KUHP 
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Sedangkan di sisi lain berlaku pula hukum agama dalam hal ini 
hukum Islam yang sering dijadikan tameng oleh para pihak guna 
melegalkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Perkawinan anak di 
bawah umur dapat dikatakan ilegal atau tidak sah karena merupakan 
bentuk pelanggaran terhadap hukum positif , yaitu terkhusus pelanggaran 
terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .  
Perbuatan mengawinkan anak dibawah umur tentu tidak terjadi 
begitu saja tetapi perlu juga dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor 
pendorong apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di 
bawah umur.  Orang tua yang dengan sengaja membiarkan dan berupaya 
meraih keuntungan dalam sebuah perkawinan anak di bawah umur dapat 
dikategorikan pula sebagai tindak pidana , oleh karena itu penulis juga 
mencoba meniliti mengenai sudut pandang hukum pidana dalam perkara 
perkawinan anak di bawah umur , bagaimana pengaturannya serta sanksi 
pidana apa yang bisa dijatuhkan bagi orang tua yang memiliki keterlibatan 
dalam perbuatan mengawinkan anak di bawah umur sehingga dapat 
dipidana untuk memberikan kepastian hukum. 
Pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang terlibat dalam 
perkawinan anak di bawah umur merupakan upaya untuk mewujudkan 
kepastian hukum di Indonesia, selain itu tentulah pengaturan mengenai  
perkawinan anak dibawah umur harus kembali mengacu kepada hukum 




positif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukum 
lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang di 
masyarakat. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat 
























BAB III   
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur 
   Perkawinan di bawah umur bukan merupakan hal yang wajar dan 
dapat terjadi begitu saja. Perkawinan ini dapat terjadi karena adanya faktor 
pendukung. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis 
terhadap Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi 
Perkara : PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 maka dapat diketahui faktor – faktor 
pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur antara H.M Pujiono  
Cahyo.W dengan Lutviana Ulfah, yaitu : 
1.  Faktor Ekonomi 
 Faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi Suroso dalam 
mengawinkan anaknya. Tujuan dari terdakwa Suroso untuk mengijinkan 
perkawinan anaknya dengan H.M Pujiono Cahyo .W adalah agar dia segera 
bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, adapun terdakwa Suroso 
sebagai kepala keluarga mempunyai bebabn tanggungan untuk menafkahi 
seorang istri dan 3 orang anak. Sedangkan apabila dilihat dari segi kondisi 
perkenomian  dan juga jumlah penghasilan memang terdapat perbedaan yang 
sangat besar antara kondisi perekonomian Suroso dengan H.M Pujiono 
Cahyo.W.  
 Suroso merupakan seorang karyawan pabrik kertas di PT. Pura 
Nusa Bawen dan berposisi sebagai kepala regu dengan penghasilan gaji bersih 
sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah 
dikenakan potongan Suroso hanya menerima uang gaji sebesar Rp.800.000,- 
(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan H.M Pujiono Cahyo .W merupakan 
pemilik dari perusahaan kuningan yaitu PT. Silenter yang juga sekaligus 
pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah dimana berdasarkan Surat 
Keterangan Penghasilan Nomor 474/486/2008 yang dibuat oleh H.M Pujiono 




Cahyo.W dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bedono yaitu Bapak Sunajan 
menyatakan bahwa penghasilan setiap bulan dari H.M Pujiono Cahyo. W 
adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). 
 Kondisi ekonomi dari keluarga Suroso semakin diperparah dengan 
kebiasaan Suroso untuk bermain judi, hal ini terungkap dari pengakuan saksi 
yang bernama Kusmiyati alias Bu Roto binti Ngatman yang menyatakan 
bahwa terdakwa Suroso pernah meminjam uang sebesar Rp.300.000 (tiga 
ratus ribu rupiah) dengan alasan dia mengalami kesulitan ekonomi, dan 
berdasarkan pengakuan saksi Kusmiyati pula bahwa berdasarkan informasi 
para tetangga terdakwa Suroso merupakan orang yang sering bermain judi. 
Terhadap keterangan saksi Kusmiyati ini terdakwa Suroso pun 
membenarkannya. 
 Gambaran mengenai tingkat perekonomian terdakwa Suroso 
semakin diperjelas dengan keterangan saksi Sumartono bin Suwito selaku 
Ketua RT. 02/ RW. 01 Dusun Randugunting, Kecamatan Bergas – Kabupaten 
Semarang dimana dahulu terdakwa Suroso bertempat tinggal bersama 
keluarganya. Menurut keterangan saksi menyatakan bahwa keluarga terdakwa 
Suroso mendapatkan pembagian bantuan beras untuk keluarga miskin 
(RASKIN) dari pemerintah, adapun raskin diberikan kepada keluarga yang 
tidak mampu. 
 Terdakwa Suroso sendiripun mengakui bahwa dalam perkawinan 
tersebut dia mengetahui H.M. Pujiono Cahyo W adalah pemilik Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah dan Pengusaha Kuningan maka meskipun anaknya 
masih di bawah umur terdakwa tidak mencegah perkawinan tersebut 
melainkan menyetujuinya. Terdakwa Suroso mempunyai harapan bahwa 
setelah perkawinan anaknya dengan H.M Pujiono Cahyo .W maka ia dan 
keluarganya akan mendapatkan fasilitas dan berbagai macam keuntungan 
bahkan mengangkat derajat ekonomi keluarga mereka.  
  




2. Faktor Pemahaman Hukum  
 Faktor pemahaman hukum yang dimaksud adalah kurangnya 
kesadaran dan pemahaman hukum dari orang tua dalam hal ini adalah Suroso 
dan juga sikap melawan hukum yang ditunjukkan oleh H.M Pujiono Cahyo 
.W. Tingkat pemahaman hukum dari Suroso yang rendah terlihat dari 
sikapnya pada saat bertemu dengan H.M. Pujiono Cahyo W dan istri H.M. 
Pujiono Cahyo .W yaitu Umi Hani dimana terdakwa Suroso tidak pernah 
meminta kepada H.M. Pujiono Cahyo .W untuk menunda pernikahannya 
dengan Lutviana Ulfah akan tetapi terdakwa mengijinkan Lutviana Ulfah 
untuk dinikahi H.M. Pujiono Cahyo W.  
 Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 
dengan Bapak Bambang Wiwono S.H, M.H selaku Kepala Seksi Pidana 
Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa beliau menyatakan bahwa apabila terjadi 
sebuah perkawinan anak di bawah umur maka orang tua harus mengambil 
tindakan untuk menunda perkawinan tersebut sampai anak yang akan 
dikawinkan memiliki usia yang cukup sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang 
– Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : ” 
Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun ”. Namun apabila perkawinan itu sudah terjadi maka salah satu 
pihak yang masih di bawah umur tidak dapat hidup serumah dengan 
pasangannya guna menghindari terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak. 
Langkah yang dapat di ambil adalah anak tersebut harus tetap tinggal bersama 
dan dibawah pengawasan orang tuanya, namun apabila anak tersebut telah 
dewasa maka dapat diijinkan untuk hidup tinggal bersama dengan pasangan 
yang telah dinikahinya. 
 Eksploitasi anak yang mungkin terjadi dalam perkawinan anak di 
bawah umur tentu melanggar hak anak yang tertulis dalam Pasal 13 ayat (1) 




Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 
berbunyi : 
Pasal 13 ayat (1) 
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua ,wali ,atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : 
a. diskriminasi ; 
b. eksploitasi , baik ekonomi maupun sosial ; 
c. penelantaran ; 
d. kekejaman , kekerasan dan penganiayaan ; 
e. ketidakadilan 
f. perlakuan salah lainnya 
 
  Selain itu berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri 
Ambarawa dengan terdakwa Suroso yang penulis teliti menyatakan 
bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, terdakwa sebenarnya 
mengetahui bahwa ketika dahulu dia menikahi istrinya yang bernama 
Siti Huriah ada surat-surat yang diurus terlebih dahulu untuk 
melangsungkan pernikahan tersebut namun pada saat pernikahan 
Lutviana Ulfah dengan H.M. Pujiono Cahyo W tidak ada surat-surat 
yang diurus di pernikahan dan juga pada saat Lutviana Ulfah menikah 
dengan H.M. Pujiono Cahyo W tidak mendapatkan akta nikah. Suroso 
seharusnya mengetahui bahwa ini merupakan sebuah kejanggalan namun 
dalam kasus ini sikap dari Suroso cenderung pasif dan tidak 
mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan terdakwa Suroso mengajukan 
persyaratan pernikahan H.M. Pujiono Cahyo W dengan Lutviana Ulfah 
setelah tanggal 8 Agustus 2008 dimana perkawinan tersebut telah 
berlangsung. 
  Tingkat pemahaman hukum yang rendah dari terdakwa 
Suroso didukung pula dengan sikap melawan hukum dari H.M Pujiono 
Cahyo .W. Berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa 
dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 dalam 




pengakuannya H.M Pujiono Cahyo. W menyatakan bahwa ketika 
melangsungkan pernikahan dengan Lutviana Ulfah pada tanggal 08 
Agustus 2008 tersebut, H.M Pujiono Cahyo .W masih dalam ikatan tali 
perkawinan dengan istrinya yang bernama Umi Hani. 
  Tindakan ini tentu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
menyebutkan bahwa: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang 
pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami “. H.M Pujiono Cahyo .W telah melakukan 
poligami namun faktanya dalam kasus ini sebenarnya belum ada 
pernyataan tertulis dari Umi Hani yang menyatakan bahwa dia bersedia 
untuk dimadu dan mengijinkan H.M Pujiono Cahyo .W untuk 
melakukan poligami dengan mengawini Lutviana Ulfah. 
  Sikap melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh H.M 
Pujiono Cahyo .W adalah pada saat melangsungkan perkawinan dengan 
Lutviana Ulfah tidak ada petugas dari KUA dalam hal ini KUA 
Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang hadir untuk melakukan 
pencatatan perkawinan tersebut. Perbuatan yang dilakukan H.M Pujiono 
Cahyo. W ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
“, namun dalam pengakuannya H.M Pujiono Cahyo .W menyatakan 
bahwa ia melakukan pernikahan siri.  
  Padahal menurut keterangan ahli yang bernama Dra. Fatimah 
Usman ,M.si sebagai Dosen IAIN Walisongo Semarang dan juga sebagai 
Pengurus Majelis Ulama Indonesia dengan jabatan Sekretaris Komisi 
Permberdayaan Perempuan dan Pemuda yang penulis kutip dari Surat 
Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi 
Perkara : PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 menyatakan bahwa sah tidaknya 




suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan harus dilakukan dihadapan 
pegawai pencatat nikah yang sah dimana hal tersebut sesuai dengan 
Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
  Ahli juga memberikan keterangan bahwa sesuai dengan Pasal 
6 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 maka 
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. Menyinggung mengenai terjadinya perkawinan 
anak di bawah umur maka ahli dalam keterangannya menyebutkan 
bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan batas 
usia minimal sesorang untuk kawin sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
  Anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi tidak 
dapat dengan begitu saja dinyatakan bahwa anak perempuan tersebut 
sudah dewasa ataupun aqil baliq. Menurut keterangan ahli pada 
prinsipnya manusia memiliki fisik dan rohani, jadi kedewasaan 
seseorang tidak bisa ditentukan dari fisiknya saja namun juga rohaninya, 
karena manusia terdiri dari 4 aspek yaitu : roh, akal, jiwa dan hati, oleh 
karena itu untuk menentukan kedewasaan seseorang maka keempat 
aspek tersebut harus tercapai. Sedangkan apabila perkawinan dilakukan 
terhadap anak yang masih dibawah 16 (enam belas) tahun walupun 
sudah aqil baliq tetap saja dianggap tidak sah. 
3. Faktor Kemauan Anak 
 Faktor kemauan anak juga menjadi salah satu penyebab 
perkawinan antara H.M Pujiono Cahyo. W dengan Lutviana Ulfah. Melihat 
keterangan saksi Lutviana Ulfah yang tertulis dalam Surat Dakwan Kejaksaan 
Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-
63/0.3.42/Ep.2/10/2009  menyebutkan bahwa ketika Lutviana Ulfah ditanya 
oleh Umi Hani yang merupakan istri H.M Pujiono Cahyo .W mengenai 




kesediaanya untuk diperistri oleh H.M Pujiono Cahyo .W maka Lutfiana 
Ulfah menyatakan bersedia.  
 Jawaban Lutviana Ulfah yang menyatakan bersedia untuk dikawini 
oleh H.M Pujiono Cahyo. W tersebut memang berasal dari kemauan si anak 
itu sendiri, namun menurut sudut pandang penulis maka pada saat itu Lutviana 
Ulfah belum menyadari sepenuhnya mengenai besarnya tanggung jawab yang 
harus dipikul untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan menjalankan 
kewajiban sebagai seorang istri yang harus melayani suami dan keluarganya. 
 Kondisi psikologis seorang anak yang masih labil dapat 
mempengaruhinya dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. 
Sebelum melangsungkan pernikahan Lutviana Ulfah merupakan siswi SMPN 
1 Bawen kelas VII dengan usia berdasarkan ijazah yaitu 12 tahun, dengan 
usianya yang masih belia tersebut menempatkan dia pada posisi sulit untuk 
membedakan perbuatan mana yang baik dan benar , melainkan dia hanya 
mengikuti saja tanpa mengetahui akibatnya. Kondisi ini menuntut orang tua 
untuk bijak mengambil langkah dalam mendidik anak. 
B. Bentuk Keterlibatan Orang Tua Serta Sudut Pandang Hukum Pidana 
Dalam Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur 
 
  Untuk membahas hasil penelitian tentang bentuk keterlibatan orang 
tua dalam terjadinya perkawinan anak di bawah umur, berikut ini disajikan 
hasil penelitian bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di 
bawah umur dalam kasus perkawinan antara H.M Pujiono Cahyo .W dengan 
Lutfiana Ulfah yang melibatkan orang tua Lutviana Ulfah yang bernama 
Suroso ,ditulis berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Wiwono S.H, 
M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa dan 
meneliti Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan No. Reg. Perk : 
PDM-63/0.3.42/Ep.2/10/2009 serta Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri 




Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009  
, yaitu sebagai berikut : 
 
1. Identitas Terdakwa 
 Nama Lengkap : Suroso 
 Tempat Lahir  : Semarang 
 Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juni 1973 
 Jenis Kelamin  : Laki – laki 
 Kebangsaan  : Indonesia 
 Tempat tinggal           : - Randu Gunting RT.02/ RW.01 Kecamatan Bergas 
  Kab. Semarang 
  -  Dusun Lendoh RT.003 / RW 002 , Desa Bedono, 
Kec. Jambu – Kabupaten Semarang. 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Karyawan Swasta 
Pendidikan  : SMA 
2. Penahanan 
 Penyidik : 
 - Rutan   : 15 Juli 2009 – 3 Agustus 2009 
 - Perpanjangan Penahanan oleh  
Penuntut Umum   : 4 Agustus 2009 – 12 September 2009 
 - Perpanjangan Penahanan oleh 
Ketua PN. Kab. Semarang  : 13 September 2009 – 6 Oktober 2009 
 Penuntut Umum : 
 - Rutan   :  7 Oktober 2009 – 26 Oktober 2009 
 - Perpanjangan Penahanan oleh 
Ketua PN. Kab. Semarang :  27 Oktober 2009 – 25 Nopember 2009 
3.  Dakwaan 
  Pertama : 
--------- Bahwa terdakawa Suroso pada waktu antara bulan Agustus 
2008 sampai dengan 2009 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu 




tertentu dalam tahun 2008 sampai tahun 2009 di Komplek Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah di Dusun Lendoh RT.003 / RW. 002 Desa 
Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang atau setidak – 
tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang telah mengeksploitasi 
ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengam cara – 
cara sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa SUROSO dengan keluarganya sampai bulan 
Agustus 2008 bertempat tinggal di desa Randu Gunting 
Rt.02/RW.01 Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang , 
mempunyai istri bernama SITI HURIAH dan mempunyai 3 
(tiga) orang anak, salah satunya LUTVIANA ULFAH 
- Pada tanggal 20 Juli 2008 , KUSMIYATI (BU ROTO) dengan 
mengendarai sepeda motor memboncengkan LUTVIANA 
ULFAH anak terdakwa, ketika melewati depan pos satpam PT. 
Silenter Desa Bedono Kabupaten Semarang milik H.M 
PUJIONO CAHYO .W dan H.M PUJIONO CAHYO .W yang 
berada di pos satpam meminta KUSMIYATI untuk berhenti, 
setelah KUSMIYATI berhenti H.M PUJIONO CAHYO .W 
menanyakan kepada KUSMIYATI ” Siapa anak yang 
diboncengkan ?”. KUSMIYATI menjawab bahwa yang 
diboncengkan adalah anak tetangganya di Randugunting, 
selanjutnya H.M PUJIONO CAHYO .W menanyakan langsung 
kepada LUTVIANA ULFAH , siapa namanya, dimana 
rumahnya, sekolahnya dimana, orang tuanya siapa, pernah 
mendapat ranking atau tidak. Setelah berbincang – bincang, 
KUSMIYATI dan LUTVIANA ULFAH pulang ke rumahnya di 
Randugunting. 
- Pada tanggal 27 Juli 2008 , KUSMIYATI datang ke rumah 
LUTVIANA ULFAH mengajak LUTVIANA ULFAH ke rumah 




KUSMIYATI di Bedono, tiba di rumah Bedono sekitar 11.30 
WIB, kemudian sekitar 13.00 WIB H.M PUJIONO CAHYO .W 
menelpon KUSIYATI menanyakan LUTVIANA ULFAH dan 
KUSMIYATI menjawab bahwa LUTVIANA ULFAH sedang 
berada di rumahnya, H.M PUJIONO CAHYO .W meminta agar 
LUTVIANA ULFAH diantar ke rumah H.M PUJIONO 
CAHYO .W di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, selanjutnya 
KUSMIYATI dan LUTVIANA ULFAH pergi ke rumah H.M 
PUJIONO CAHYO .W . Sesampainya di rumah H.M PUJIONO 
CAHYO .W , KUSMIYATI dan  LUTVIANA ULFAH bertemu 
dengan H.M PUJIONO CAHYO .W dan istri H.M PUJIONO 
CAHYO .W yang bernama UMI HANI. Pada kesempatan 
tersebut H.M PUJIONO CAHYO .W memberitahukan kepada 
UMI HANI ” ini lho anak yang saya ceritakan kemarin , saya 
senang dan cinta, mau saya jadikan istri ”. Selanjutnya H.M 
PUJIONO CAHYO .W menyuruh istrinya untuk menanyakan 
kepada LUTVIANA ULFAH tentang nama, rumah, adiknya 
berapa, orang tuanya siapa, dan sekolahnya dimana, kemudian 
UMI HANI menanyakan kepada LUTVIANA ULFAH seperti 
yang diminta H.M PUJIONO CAHYO .W. Atas pertanyaan dari 
UMI HANI tersebut LUTVIANA ULFAH menjawab masih 
kelas II SMPN Bawen. Ketika LUTVIANA ULFAH baru 
menjawab mengenai sekolahnya, UMI HANI menanyakan 
kepada LUTVIANA ULFAH mau atau tidak diperistri H.M 
PUJIONO CAHYO .W . LUTFIANA ULFAH menjawab ”iya”, 
kemudian UMI HANI meminta LUTVIANA ULFAH untuk 
memberitahukan kepada orang tuanya dan apabila mau supaya 3 
(tiga) hari lagi datang dengan membawa raport dan ijasah SD. 
Setelah itu LUTVIANA ULFAH diantar oleh KUSMIYATI 
pulang ke rumahnya di Randugunting. 




- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 sekitar pukul 18.00 WIB anak 
terdakwa yang bernama LUTVIANA ULFAH berkata kepada 
bapaknya yaitu terdakwa SUROSO bahwa dirinya akan dinikahi 
oleh H.M PUJIONO CAHYO .W pemilik Pondok Pesantren 
Miftahul Jannah, kemudian LUTVIANA ULFAH meminta 
kepada terdakwa agar memberikan jawaban kepada H.M 
PUJIONO CAHYO .W sambil membawa buku raport dan ijasah 
SD-nya 
- Atas permintaan LUTVIANA ULFAH tersebut. Pada tanggal 30 
Juli 2008 terdakwa mengantarkan LUTVIANA ULFAH 
bersama KUSMIYATI datang ke Pondok Pesantren Miftahul 
Jannah, setelah sampai di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, 
KUSMIYATI mengenalkan terdakwa kepada H.M PUJIONO 
CAHYO .W, selanjutnya terdakwa menyerahkan raport SD 
milik LUTVIANA ULFAH kepada H.M PUJIONO CAHYO 
.W. Dalam raport tersebut tercantum nama LUTVIANA 
ULVAH , tanggal lahir 3 Desember 1995. Setelah dilihat oleh 
H.M PUJIONO CAHYO .W selanjutnya H.M PUJIONO 
CAHYO .W mengatakan bahwa raportnya bagus dan akan 
dilakukan tes terlebih dahulu. 
- Pada tanggal 2 Agustus 2008 H.M PUJIONO CAHYO .W 
menghubungi B. AGUNG NGADELAN untuk melakukan tes 
terhadap LUTVIANA ULFAH terutama Bahasa Inggris, 
selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 
WIB LUTVIANA ULFAH, terdakawa dan istri terdakwa yang 
bernama SITI HURIAH serta KUSMIYATI dijemput oleh 
AGUNG NGADELAN dengan mobil warna hitam milik H.M 
PUJIONO CAHYO .W dan dibawa ke Pondok Pesantren 
Miftahul Jannah, kemudian di salah satu ruangan di Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah tersebut dilakukan serangkaian tes 
meliputi Bahasa Indonesia, tes numerik atau matematika dan 




Bahasa Inggris. Pada waktu tes disaksikan oleh H.M PUJIONO 
CAHYO .W , terdakwa , SITI HURIYAH, KUSMIYATI dan 
UMI HANI. Hasil tes LUTVIANA ULFAH dinyatakan lulus. 
Setelah dinyatakan lulus kemudian UMI HANI mengatakan 
kepada terdakwa ” karena LUTVIANA ULFAH dinyatakan 
lulus dalam tes dan nilai raportnya bagus, maka UMI HANI 
meminta kepada terdakwa, LUTVIANA ULFAH akan dinikahi 
oleh H.M PUJIONO CAHYO .W ”, karena terdakwa 
mengetahui H.M PUJIONO CAHYO .W adalah pemilik Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah dan Pengusaha Kuningan maka 
terdakwa menyetujui , tetapi reaksi LUTVIANA ULFAH 
langsung menangis dan memeluk ibunya, lalu terdakwa bertanya 
” kenapa menangis ?” , LUTVIANA ULFAH menjawab ” tidak 
apa – apa , saya tidak ada masalah, yang penting saya bisa 
sekolah ”, selanjutnya setelah acara selesai LUTVIANA 
ULFAH dan orang tuanya pulang. 
- Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 23.30 WIB, 
LUTVIANA ULFAH , terdakwa dan SITI HURIAH istri 
terdakwa dijemput oleh sopir H.M PUJIONO CAHYO .W 
bernama UTOMO dengan menggunakan mobil warna hitam ke 
Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Selanjutnya jam 03.00 WIB 
dini hari sudah masuk tanggal 8 Agustus 2008, H.M PUJIONO 
CAHYO .W melakukan acara mengumpulkan anak – anak 
Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang menurut H.M 
PUJIONO CAHYO .W akan dilakukan acara perkawinan antara 
H.M PUJIONO CAHYO .W dengan LUTVIANA ULFAH. 
- Bahwa terdakwa sebagai orang tua dari LUTVIANA ULFAH 
mengetahui bahwa anaknya masih berumur 12 tahun 8 bulan, 
tetapi terdakwa melakukan perbuatan memperalat atau 
memanfaatkan anaknya tersebut untuk disetubuhi oleh H.M 
PUJIONO CAHYO .W dengan cara terdakwa mengijinkan atau 




membiarkan anaknya tinggal atau bertempat di rumah H.M 
PUJIONO CAHYO .W di Komplek Pondok Pesantren Miftahul 
Jannah Dusun Lendoh RT 003 / RW 002 Desa Bedono 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, setelah H.M PUJIONO 
CAHYO .W mengadakan acara mengumpulkan anak – anak 
Pondok Pesantren pada tanggal 8 Agustus 2008 tersebut. Di 
rumah atau di tempat kediaman H.M PUJIONO CAHYO .W 
tersebut, H.M PUJIONO CAHYO .W menyetubuhi 
LUTVIANA ULFAH yang masih berumur 12 tahun 8 bulan 
dengan cara H.M PUJIONO CAHYO .W memasukan penisnya 
ke dalam vagina LUTVIANA ULFAH sampai mengeluarkan 
sperma yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sehingga 
mengakibatkan selaput dara LUTVIANA ULFAH tampak 
robekan hymen pada pukul 09.00 dan 11.00 dengan kesan luka 
lama, robekan sampai dasar, sesuai Visum et Repertum 
No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Dr. Diana Handana Sp.Og dari Rumah 
Sakit Tugurejo Semarang. 
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan memperalat atau 
memanfaatkan anaknya bernama LUTVIANA ULFAH untuk 
distubuhi H.M PUJIONO CAHYO .W tersebut, terdakwa telah 
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan istrinya yang 
bernama SITI HURIAH yaitu terdakwa beserta keluarga sejak 
bulan Agustus 2008 telah diberi rumah atau bertempat tinggal di 
rumah milik H.M PUJIONO CAHYO .W di Dusun Lendoh 
dengan fasilitas perabotan lengkap, tidak membayar rekening 
listrik dan air karena dibayar oleh PT. Silenter milik H.M 
PUJIONO CAHYO .W di samping itu sejak bulan Oktober 
2008, terdakwa juga memperoleh keuntungan lain yaitu 
mendapatkan uang sewa atau uang kontrakan dari rumah milik 
terdakwa yang semula ditempati terdakwa dan keluarganya di 




Desa Randu Gunting RT.02/RW.01 Kecamatan Bergas 
Kabupaten Semarang, sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh 
lima ribu rupiah) setiap bulan yang dikontrakkan karena 
terdakwa sudah memperoleh rumah atau menempati rumah dari 
H.M PUJIONO CAHYO .W 
--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 




---------- Bahwa terdakwa SUROSO pada waktu antara tanggal 8 
Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidak – 
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Komplek 
Pondok Pesantren Miftahul Jannah di Dusun Lendoh RT.003 RW 002 
Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang atau setidak – 
tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah sengaja memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan kepada H.M PUJIONO CAHYO 
.W untuk melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu 
LUTVIANA ULFAH padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau 
umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai 
berikut : ------------------------------------------------------------------------ 
 
-     Pada tanggal 20 Juli 2008 KUSMIYATI ( BU ROTO ) dengan 
mengendarai sepeda motor memboncengkan LUTVIANA 
ULFAH, ketika melewati pos satpam PT. Silenter Desa Bedono 
Kabupaten Semarang milik H.M PUJIONO CAHYO .W, dan 
H.M PUJIONO CAHYO .W yang berada di pos satpam 
meminta KUSMIYATI untuk berhenti, setelah KUSMIYATI 
berhenti H.M PUJIONO CAHYO .W menanyakan kepada 




KUSMIYATI ” Siapa anak yang diboncengkan ?” KUSMIYATI 
menjawab bahwa yang diboncengkan adalah anak tetangganya 
di Randu Gunting, selanjutnya H.M PUJIONO CAHYO .W 
menanyakan langsung kepada LUTVIANA ULFAH, siapa 
namanya, dimana rumahnya, sekolahnya dimana, orang tuanya 
siapa, pernah mendapat ranking atau tidak. Setelah berbincang – 
bincang, KUSMIYATI dan LUTVIANA ULFAH pulang ke 
rumahnya di Randugunting. 
- Pada tanggal 27 Juli 2008 , KUSMIYATI datang ke rumah 
LUTVIANA ULFAH  mengajak LUTVIANA ULFAH ke 
rumah KUSMIYATI di Bedono, tiba di rumah Bedono sekitar 
11.30 WIB, kemudian sekitar 13.00 WIB H.M PUJIONO 
CAHYO .W menelpon KUSMIYATI menanyakan LUTVIANA 
ULFAH dan KUSMIYATI menjawab bahwa LUTVIANA 
ULFAH sedang berada di rumahnya, H.M PUJIONO CAHYO 
.W meminta agar LUTVIANA ULFAH diantar ke rumah H.M 
PUJIONO CAHYO .W di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, 
selanjutnya KUSMIYATI dan LUTVIANA ULFAH pergi ke 
rumah H.M PUJIONO CAHYO .W . Sesampainya di rumah 
H.M PUJIONO CAHYO .W , KUSMIYATI dan  LUTVIANA 
ULFAH bertemu dengan H.M PUJIONO CAHYO .W dan istri 
H.M PUJION C.W yang bernama UMI HANI. Pada kesempatan 
tersebut H.M PUJIONO CAHYO .W memberitahukan kepada 
UMI HANI ” ini lho anak yang saya ceritakan kemarin , saya 
senang dan cinta, mau saya jadikan istri ”. Selanjutnya H.M 
PUJIONO CAHYO .W menyuruh istrinya untuk menanyakan 
kepada LUTVIANA ULFAH tentang nama, rumah, adiknya 
berapa, orang tuanya siapa, dan sekolahnya dimana, kemudian 
UMI HANI menanyakan kepada LUTVIANA ULFAH seperti 
yang diminta H.M PUJIONO CAHYO .W. Atas pertanyaan dari 
UMI HANI tersebut LUTVIANA ULFAH menjawab masih 




kelas II SMPN Bawen. Ketika LUTVIANA ULFAH baru 
menjawab mengenai sekolahnya, UMI HANI menanyakan 
kepada LUTVIANA ULFAH mau atau tidak diperistri H.M 
PUJIONO CAHYO .W . LUTFIANA ULFAH menjawab ”iya”, 
kemudian UMI HANI meminta LUTVIANA ULFAH untuk 
memberitahukan kepada orang tuanya dan apabila mau supaya 3 
(tiga) hari lagi datang dengan membawa raport dan ijasah SD. 
Setelah itu LUTVIANA ULFAH diantar oleh KUSMIYATI 
pulang ke rumahnya di Randugunting. 
- Setelah pertemuan tersebut , pada tanggal 29 Juli 2008 sekitar 
pukul 18.00 WIB, LUTVIANA ULFAH berkata kepada 
terdakwa bahwa dirinya akan dinikahi oleh H.M PUJIONO 
CAHYO .W, kemudian LUTVIANA ULFAH  meminta kepada 
terdakwa agar memberikan jawaban kepada H.M PUJIONO 
CAHYO .W sambil membawa buku raport dan ijasah SD-nya. 
- Pada tanggal 30 Juli 2008 LUTVIANA ULFAH dengan diantar 
oleh terdakwa dan KUSMIYATI datang ke Pondok Pesantren 
Miftahul Jannah, pada kesempatan tersebut KUSMIYATI 
mengenalkan terdakwa kepada H.M PUJIONO CAHYO .W dan 
selanjutnya terdakwa menyerahkan raport SD milik LUTVIANA 
ULFAH kepada H.M PUJIONO CAHYO .W. Dalam raport 
tersebut tercantum nama LUTVIANA ULFAH, tanggal lahir 3 
Desember 1995, setelah dilihat oleh H.M PUJIONO CAHYO 
.W selanjutnya H.M PUJIONO CAHYO .W mengatakan bahwa 
raportnya bagus dan akan dilakukan tes terlebih dahulu. 
- Pada tanggal 2 Agusutus 2008 H.M PUJIONO CAHYO .W 
menghubungi B. AGUNG NGADELAN untuk melakukan tes 
terhdapa LUTVIANA ULFAH terutama Bahasa Ingris, 
selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 
WIB LUTVIANA ULFAH, terdakwa dan istri terdakwa yang 
bernama SITI HURIAH serta KUSMIYATI dijemput oleh 




AGUNG NGADELAN dengan mobil warna hitam milik H.M 
PUJIONO CAHYO .W dan dibawa ke Pondok Pesantren 
Miftahul Jannah, kemudian di salah satu ruangan di Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah tersebut dilakukan serangkaian test 
meliputi Bahasa Indonesia, tes numerik atau matematika dan 
Bahasa Inggris. Pada waktu tes disaksikan oleh H.M PUJIONO 
CAHYO .W, terdakwa, SITI HURIYAH, KUSMIYATI dn UMI 
HANI. Hasil tes LUTVIANA ULFAH dinyatakan lulus. Setelah 
dinyatakan lulus kemudian UMI HANI mengatakan kepada 
terdakwa ” karena LUTVIANA ULFAH dinyatakan lulus dalam 
tes dan nilai raportnya bagus maka UMI HANI meminta kepada 
terdakwa, LUTVIANA ULFAH akan dinikahi oleh H.M 
PUJIONO CAHYO .W”. Kemudian terdakwa menyatakan 
setuju tetapi reaksi LUTVIANA ULFAH langsung menangis 
dan memeluk ibunya, lalu terdakwa bertanya ” kenapa menangis 
?” LUTVIANA ULFAH mnejawab ” tidak apa – apa, saya tidak 
ada masalah yang penting saya bisa sekolah ”, selanjutnya 
setelah acara selesai LUTVIANA ULFAH dan orang tuanya 
pulang. 
- Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 23.30 WIB, 
LUTVIANA ULFAH, terdakwa dan SITI HURIAH istri 
terdakwa dijemput oleh sopir H.M PUJIONO CAHYO .W 
bernama UTOMO dengan menggunakan mobil warna hitam ke 
Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Selanjutnya sekitar jam 
03.00 WIB dini hari sudah masuk tanggal 8 Agustus 2008, H.M 
PUJIONO CAHYO .W melakukan acara mengumpulkan anak-
anak Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang menurut H.M 
PUJIONO CAHYO .W akan dilakukan acara perkawinan antara 
H.M PUJIONO CAHYO .W dengan LUTVIANA ULFAH. 
- Bahwa setelah H.M PUJIONO CAHYO .W mengadakan acara 
mengumpulkan anak-anak pondok pesantren pada tanggal 8 




Agustus 2008 tersebut, terdakwa memberi kesempatan kepada 
H.M PUJIONO CAHYO .W dengan cara mengijinkan atau 
membiarkan anaknya tinggal atau bertempat di rumah H.M 
PUJIONO CAHYO .W di Komplek Pondok Pesantren Miftahul 
Jannah Dusun Lendoh RT.003 RW.002 Desa Bedono 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Di rumah tersebut H.M 
PUJIONO CAHYO .W telah melakukan perbuatan cabul 
terhadap LUTVIANA ULFAH yang belum berumur 15 (lima 
bela) tahun masih berumur 12 tahun 8 bulan yaitu H.M 
PUJIONO CAHYO .W telah menyetubuhi LUTVIANA 
ULFAH dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina 
LUTVIANA ULFAH sampai mengeluarkan sperma yang 
dilakukan lebih dari 1(satu) kali sehingga mengakibatkan selaput 
dara LUTVIANA ULFAH tampak robekan hymen pada pukul 
09.00 dan 11.00 dengan kesan luka lama, robekan sampai dasar, 
sesuai Visum et Repertum No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 
23 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diana 
Handana Sp.Og dari Rumah Sakit Tugurejo Semarang. 
 
----------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan 
pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP ----------- 
 
4. Pembahasan 
  Perkawinan antara H.M Pujiono Cahyo .W dengan Lutviana Ulfah 
dapat terjadi karena keterlibatan yang cukup besar dari orang tua Lutviana 
Ulfah yaitu Suroso. Adapun bentuk keterlibatan dari Suroso yaitu dengan 
melakukan eksplotasi anak dan memberikan ijin kepada H.M Pujiono Cahyo 
.W untuk mengawini anaknya sendiri padahal patut diketahui bahwa usianya 
masih muda dan belum waktunya untuk dikawinkan. 




  Alasan terdakwa Suroso untuk memberikan ijin tersebut adalah 
karena dia mengetahui bahwa H.M Pujiono Cahyo .W adalah pemilik 
Pondok Pesantren Miftahul Jannah dan Pengusaha Kuningan dari PT. 
Silenter (Sinar Lendoh Terang) sehingga meskipun terdakwa Suroso tahu 
anaknya masih di bawah umur namun terdakwa tidak mencegah, melainkan 
menyetujui perkawinan tersebut. Padahal seharusnya sebagai orang tua, 
terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah 
terjadinya perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. 
  Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Wiwono S.H, 
M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa maka 
dalam kasus seperti ini orangtua dianggap lebih memiliki pengetahuan 
sehingga seharusnya terdakwa Suroso mampu mempertimbangkan untuk 
menunda sebuah perkawinan sampai anaknya mencapai kematangan fisik 
terutama reproduksi , mental, dan pengetahuan untuk berumah tangga. 
Beliau berpendapat pula bahwa sebuah perkawinan anak di bawah umur 
lebih menonjolkan kepentingan orang tua beserta dengan seluruh 
kepentingan ekonomi yang turut campur di dalamnya apabila dibandingkan 
dengan kepedulian terhadap kepentingan sang anak.  
  Menurut Bapak Bambang Wiwono S.H, M.H selaku Kepala Seksi 
Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa memang dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit 
mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap perkawinan di bawah umur, 
tetapi dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak juga memberikan tanggung jawab moral dan perincian mengenai 
berbagai kewajiban orang tua seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat (1)  
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , 
yaitu:  
a. Mengasuh , memelihara , mendidik dan melindungi anak ; 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan , bakat dan 
minatnya ; 




c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak . 
  Berdasarkan Surat Dakwan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan 
Nomor Registrasi Perkara: PDM-63/0.3.42/Ep.2/10/2009 maka Suroso dapat 
dikatakan sebagai pelaku eksploitasi ekonomi karena mengambil manfaat dari 
anak yang berupa keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi dapat diartikan 
secara luas yaitu bisa berupa uang, barang, kemudahan atau fasilitas yang 
didapat dan yang akan didapat dan tidak ada batasnya nilainya seperti harus 
kaya yang penting ada yang didapat atau diperoleh dari suatu perbuatan. 
  Suroso melakukan tindakan mengawinkan Lutviana Ulfah yang 
masih di bawah umur dengan H.M Pujiono Cahyo .W bertujuan agar beban 
ekonomi keluarga menjadi berkurang dan bahkan dengan perkawinan 
tersebut dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarganya. Perbuatan ini 
terjadi ketika terdakwa beserta keluarga sejak bulan Agustus 2008 telah 
diberi rumah atau bertempat tinggal di rumah milik H.M Pujiono Cahyo .W 
di Dusun Lendoh RT.003 / RW 002 , Desa Bedono, Kec. Jambu – 
Kabupaten Semarang dengan fasilitas perabotan lengkap berupa 
perlengkapan rumah tangga, televisi, kulkas, kompor gas dan peralatan 
dapur tanpa perlu membayar rekening listrik dan air karena telah dibayar 
oleh PT. Silenter milik H.M Pujiono Cahyo .W. Selain itu sejak bulan 
Oktober 2008, terdakwa Suroso mengaku juga memperoleh keuntungan lain 
yaitu mendapatkan uang sewa atau uang kontrakan dari rumah milik 
terdakwa yang semula ditempati terdakwa dan keluarganya di Desa Randu 
Gunting RT.02/RW.01 Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, sejumlah 
Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan yang 
dikontrakkan karena terdakwa sudah memperoleh rumah atau menempati 
rumah pemberian dari H.M Pujiono Cahyo .W. 
  Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan terhadap Surat 
Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara : 
PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 , maka menurut keterangan saksi ahli pidana 




Drs. H. Adami Chazawi, S.H menerangkan bahwa orang tua yang 
mendapatkan keuntungan dari sebuah perkawinan anak di bawah umur maka 
termasuk perbuatan ekploitasi, sedangkan mengenai keuntungan tidak 
dibatasi jumlah yang diperoleh oleh orang tuanya, tidak harus bernilai satu 
milyar bahkan mendapatkan sepasang sandal pun termasuk keuntungan. 
  Peran terdakwa Suroso dalam perkawinan antara Lutviana Ulfah 
dengan H.M Pujiono Cahyo .W selain sebagai pelaku eskploitasi ekonomi 
dan seksual anak maka terdakwa Suroso juga memiliki keterlibatan dalam 
memberikan bantuan dalam terjadinya tindak pidana percabulan yang 
dilakukan oleh H.M Pujiono Cahyo .W terhadap Lutviana Ulfah. Bentuk 
peran serta ini terlihat ketika terdakwa Suroso bersama istrinya bernama Siti 
Huriah pada tanggal 8 Agustus 2008 sekitar pukul 03.00 WIB menghadiri 
acara yang dilaksanakan oleh H.M. Pujiono C.W di Komplek Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah, Dusun Lendoh - Desa Bedono yang menurut 
H.M Pujiono Cahyo .W akan dilakukan acara perkawinan antara H.M 
Pujiono Cahyo .W dengan Lutfiana Ulfah.  
  Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor 
Registrasi Perkara : PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 menyebutkan sesuai 
keterangan saksi Muchrodi Bin Yazid sebagai Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jambu bahwa perkawinan mereka tersebut tidak sah karena tidak 
memenuhi persyaratan tentang batas usia perkawinan bagi calon wanita. 
Penolakan perkawinan mereka tersebut sesuai dengan bukti surat dari 
Kepala Kantor Urusan Agama Jambu Nomor : KK.11.22.04/PW.01/165/08 
tanggal 15 September 2008 yang isinya : menolak untuk melangsungkan 
pernikahan antara Lutviana Ulfah dan H.M. Pujiono Cahyo W dengan alasan 
karena kurang umur dan tidak ada ijin poligami, dengan demikian 
perkawinan antara H.M. Pujiono Cahyo W dengan Lutviana Ulfah dianggap 
tidak sah. 




   Terdakwa Suroso sebenarnya mengetahui bahwa perkawinan 
antara H.M Pujiono Cahyo .W dengan Lutviana Ulfah tidak sah karena tidak 
dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan tidak di bawah 
pengawasan pegawai pencatat nikah akan tetapi terdakwa membiarkan 
anaknya Lutviana Ulfah yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama 
H.M. Pujiono Cahyo W di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Jannah di 
Dusun Lendoh RT.003 / RW.002 Desa Bedono Kecamatan Jambu 
Kabupaten Semarang. Sedangkan apabila mengacu pada keterangan saksi 
ahli pidana Akhmad Hendroyono. P, SH, MH yang penulis kutip dari Surat 
Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara : 
PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009, menerangkan bahwa dengan membiarkan 
anak di bawah umur hidup bersama dengan seorang lelaki tanpa ikatan 
perkawinan yang sah maka hal tersebut sama dengan menjual anak. 
Diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli pidana Drs. H. Adami Chazawi, 
SH yang menerangkan bahwa orang tua yang membiarkan anaknya yang 
masih di bawah umur tinggal bersama dan disetubuhi tanpa ikatan 
perkawinan yang sah serta mendapatkan keuntungan maka hal itu termasuk 
perbuatan ekploitasi. 
  Tindakan yang dilakukan oleh Suroso dengan membiarkan 
Lutviana Ulfah tinggal dengan H.M Pujiono Cahyo .W tentunya 
memudahkan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh H.M Pujiono 
Cahyo .W  kepada Lutviana Ulfah, percabulan itu  terjadi di rumah H.M 
Pujiono Cahyo .W yang berada di Komplek Pondok Pesantren Miftahul 
Jannah Dusun Lendoh RT.003 / RW.002 Desa Bedono Kecamatan Jambu 
Kabupaten Semarang. Persetubuhan ini dilakukan dengan cara memasukan 
penisnya ke dalam vagina Lutviana Ulfah sampai mengeluarkan sperma 
yang dilakukan lebih dari 1(satu) kali sehingga mengakibatkan selaput dara 
Lutviana Ulfah tampak robekan hymen pada pukul 09.00 dan 11.00 dengan 
kesan luka lama, arah robekan ini biasa terjadi pada perkosaan yang 
dilakukan berkali – kali. Robekan sampai dasar menunjukan adanya trauma 




dengan benda tumpul, pernyataan ini sesuai dengan Visum et Repertum 
No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dr. Diana Handana Sp.Og dari Rumah Sakit Umum 
Daerah Tugurejo Semarang yang juga termasuk sebagai anggota KPPA. 
  Percabulan tersebut semakin diperjelas dengan keterangan 
Lutviana Ulfah pada saat wawancara secara terbuka (anamnesa) di hadapan 
Dr. Ratih Widayati dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang. Lutviana Ulfah 
sendiri mengaku setelah menikah telah melakukan persetubuhan (coutis) 
dengan H.M. Pujiono Cahyo .W dan dilakukan dengan frekuensi sering. 
Keterangan tentang pengakuan Lutviana Ulfah tersebut juga dituangkan 
dalam rekam medis perlakuan kekerasan terhadap anak Nomor : 206825 
tanggal 22 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Dr. Ratih Widayati, Lutviana 
Ulfah, dan disaksikan oleh Titien Mariana .K dari Komisi Perlindungan 
Perempuan dan Anak (KPPA) Polwiltabes Semarang dan Meydora dari 
keluarga H.M. Pujiono Cahyo W. 
  Berdasarkan uraian fakta-fakta yang penulis teliti di atas maka 
Suroso harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum 
untuk menerima sanksi pidana yang dapat menjeratnya. Perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa Suroso diancam dengan beberapa pasal yang ada 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena dalam 
perbuatannya terkandung unsur-unsur tindak pidana. 
  Mengacu pada Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Ambarawa 
dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-63/0.3.42/Ep.2/10/2009 maka 
disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Suroso yang berkaitan dengan 
eksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri 
maupun orang lain didakwa dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 
tentang Perlindungan Anak sedangkan untuk bentuk keterlibatan Suroso 
dalam hal memberikan bantuan sehingga memudahkan terjadinya 




percabulan maka Suroso didakwa dengan Pasal 290 ke-2 KUHP Jo pasal 56 
ke-2 KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut : 
 
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 
Pasal 290 ke-2 KUHP 
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang , padahal ia 
tahu atau sepatutnya harus diduganya , bahwa umur orang itu belum 
lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan 
belum waktunya dikawinkan 
juncto 
Pasal 56 KUHP 
Dipidana sebagai orang yang melakukan kejahatan : 
1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
itu dilakukan ; 
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan , sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
 
 Terdapat beberapa unsur – unsur tindak pidana yang terkandung 
dalam ketiga pasal tersebut di atas dan harus dibuktikan, namun berdasar 
Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi 
Perkara : PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009, ternyata pada saat melakukan 
penuntutan terhadap terdakwa Suroso maka Jaksa Penuntut Umum yakni 
Bapak Budiyono, S.H menyatakan bahwa pasal yang didakwakan bersifat 
alternatif sehingga dalam surat tuntutannya beliau hanya menuntut terdakwa 
Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan 
tindak pidana “mengeksploitasi seksual anak untuk memperoleh 
keuntungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 UU No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 
 




 Adapun tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa Suroso yaitu sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa SUROSO telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mengeksploitasi 
seksual anak untuk memperoleh keuntungan” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO berupa : pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana 
denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) 
bulan kurungan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buku raport SMP An. LUTVIANA ULFAH yang dikeluarkan 
oleh SMPN 1 Bawen Kabupaten Semarang ; 
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah An. LUTVIANA ULFAH yang 
dikeluarkan oleh SDN Randugunting Kabupaten Semarang ; 
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengajuan Pindah LUTVIANA 
ULFAH dari SMPN 1 Bawen ke Pondok Pesantren Miftahul Jannah ; 
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan 
SMPN 1 Bawen ; 
- 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan Saudara PUJIONO 
dengan Saudari LUTVIANA ULFAH yang terdiri dari : 
· 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pernikahan 
· 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah 
· 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal-Usul 
· 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai 
· 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Orang Tua 
· 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berlaku Adil 
· 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu 
· 1 (satu) lembar Surat Ijin Orang Tua 




· 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan 
· 1 (satu) lembar Surat fotocopy Akta Nikah 
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atau Surat Kenal Lahiran 
LUTVIANA ULFAH ; 
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. SUROSO ; 
- 1 (satu) bendel hasil anamnesa/ wawancara yang terdapat tanda tangan 
korban atas nama LUTFIANA ULFAH disaksikan oleh dokter yang 
diperiksa pada tanggal 22 Juli 2009 di RSUD Tugurejo Semarang ; 
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan adanya halangan/ 
kekurangan persyaratan nikah atau N-8 dari KUA Kec. Jambu ; 
- 1 (satu) lembar fotocopy Penolakan Pernikahan atau N-9 dari KUA 
Kec. Jambu. 
dipergunakan untuk perkara lain. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah). 
 
  Pengajuan Surat Tuntutan ini tentu harus disertai dengan 
pembuktian dari beberapa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 
88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu 
antara lain : 
1. Unsur Setiap Orang 
2. Unsur Mengeksploitasi Ekonomi atau Seksual Anak 
3. Unsur dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain 
 Untuk selanjutnya akan penulis uraikan setiap unsur-unsur tindak pidana 
tersebut. 
1. Unsur Setiap Orang 
 Mengacu pada penjelasan dalam Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri 
Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-
63/0.3.42/EP.2/10/2009 maka disebutkan bahwa menurut Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI Nomor : 1399.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, 




pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang 
siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah “setiap orang 
atau siapa saja” pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat 
bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, memiliki 
kesadaran konsekuensi yang akan diterima atas segala perbuatannya dan 
terdakwa memiliki kesadaran yang tinggi. 
 Setiap orang dalam perkara ini adalah manusia sebagai subyek 
hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
terhadap perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf ataupun 
pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan si pelaku yang 
melakukan tindak pidana. Maksud pembuat undang-undang dalam 
merumuskan suatu perbuatan pidana diawali “setiap orang” atau “barang 
siapa”, ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum agar 
menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka 
persidangan dan yang juga ditulis dalam Surat Tuntutan maka terdakwa 
Suroso dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala 
tindakannya dan tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang 
dapat menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Hal ini 
dapat dibuktikan ketika terdakwa mengetahui dan memahami surat 
dakwaan, dimana di depan Majelis Hakim terdakwa mengatakan telah 
mengerti dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan 
terdakwa mengikuti persidangan serta dapat menjawab semua 
pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan baik yang 
diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat 
Hukum terdakwa sendiri, serta mengerti apa yang diterangkan oleh 
saksi-saksi yang hadir di persidangan sehingga dengan demikian unsur 
setiap orang terpenuhi. 
 




2. Unsur Mengeksploitasi Ekonomi atau Seksual Anak 
 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak 
selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan eksploitasi. Perlakuan eksploitasi misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. 
Sedangkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
 Unsur ini bersifat alternatif yaitu mengeksploitasi ekonomi atau 
mengeksploitasi seksual anak sehingga hukum pidana cukup 
membuktikan salah satu dari unsur tersebut apakah terjadi tindak pidana 
eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual. Namun dalam Surat 
Tuntuan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara 
: PDM-63/0.3.42/EP.2/10/2009 hanya menyebutkan unsur terjadinya 
eksploitasi anak secara seksual. 
 Adapun unsur tentang terjadinya eksploitasi seksual berdasarkan 
keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa 
yang penulis kutip dari Surat Tuntutan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
-    Bahwa setelah acara perkawinan anatara H.M Pujiono C.W dengan 
Lutfiana Ulfah yang berlangsung tanggal 8 Agustus 2008, meskipun 
terdakwa Suroso mengetahui perkawinan tersebut tidak dilakukan di 
hadapan pegawai pencatat nikah dan tidak di bawah pengawasan 
pegawai pencatat nikah akan tetapi terdakwa membiarkan anaknya 
Lutviana Ulfah yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama 
H.M. Pujiono Cahyo W di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Jannah 




milik H.M. Pujiono Cahyo W dan di tempat tersebut H.M. Pujiono 
Cahyo W beberapa kali menyetubuhi Lutviana Ulfah dengan cara H.M. 
Pujiono Cahyo W memasukkan penisnya ke dalam vagina Lutviana 
Ulfah sampai mengeluarkan sperma. Sesuai keterangan Lutviana Ulfah 
sendiri di hadapan Dr. Ratih Widayati dari Komisi Perlindungan 
Perempuan dan Anak (KPPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Tugurejo Semarang, bahwa Lutviana Ulfah sendiri mengaku telah 
sering disetubuhi oleh H.M. Pujiono Cahyo W setelah menikah, 
dilakukan tidak ada paksaan. Keterangan tentang pengakuan Lutviana 
Ulfah tersebut juga dituangkan dalam rekam medis perlakuan kekerasan 
terhadap anak Nomor : 206825 tanggal 22 Juli 2009, yang 
ditandatangani oleh Dr. Ratih Widayati, Lutviana Ulfah, dan disaksikan 
oleh Titien Mariana K dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak 
(KPPA) Polwiltabes Semarang dan Meydora dari keluarga H.M. 
Pujiono Cahyo W, dimana Lutviana Ulfah menerangkan mengaku telah 
melakukan coitus (persetubuhan) dengan pelaku (H.M. Pujiono Cahyo 
W) setelah menikah, dilakukan tidak ada paksaan dengan frekuensi 
sering. 
-     Karena sering disetubuhi oleh H.M. Pujiono Cahyo W, mengakibatkan 
selaput dara Lutviana Ulfah tampak robekan hymen pada pukul 09.00 
dan 11.00 dengan kesan luka lama, robekan sampai dasar, sesuai Visum 
et Repertum No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diana Handaria, Sp.Og. dari Rumah 
Sakit Tugurejo Semarang sebagai anggota Komisi Perlindungan 
Perempuan dan Anak (KPPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Tugurejo Semarang.  
Maka berdasar penjelasan tersebut dengan demikian unsur mengeksploitasi 
seksual anak terpenuhi.  
 
 




3. Unsur dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain 
 Berdasarkan pemeriksaan perkara dan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan dicantumkan dalam Surat Tuntutan dengan 
terdakwa Suroso tersebut, maka dapat diketahui beberapa peristiwa atau 
perbuatan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan antara H.M 
Pujiono Cahyo. W dengan Lutviana Ulfah yang tentunya 
menguntungkan terdakwa Suroso ataupun orang lain. Perbuatan tersebut 
antara lain : 
- Bahwa terdakwa Suroso sejak awal yaitu tanggal 30 Juli 2008 dengan 
penuh kesadaran mengetahui bahwa H.M. Pujiono Cahyo W adalah 
pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah di Dusun Lendoh Desa 
Bedono dan pengusaha kuningan sehingga pada saat Lutviana Ulfah 
yang masih berumur 12 tahun 8 bulan menyampaikan kepada terdakwa 
bahwa dia mau dinikahi oleh H.M. Pujiono Cahyo W maka terdakwa 
menyetujuinya, padahal seharusnya sebagai orang tua, terdakwa 
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya 
perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. 
-    Bahwa setelah Lutviana Ulfah tinggal bersama H.M. Pujiono Cahyo W 
di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Jannah, terdakwa beserta istri 
dan anaknya mendapat keuntungan yaitu sejak bulan Agustus 2008 
mendapat fasilitas untuk menempati rumah milik H.M. Pujiono Cahyo 
W di Dusun Lendoh Desa Bedono, dengan perabotan lengkap antara 
lain : perlengkapan rumah tangga, televisi, kulkas, kompor gas, 
peralatan dapur dan terdakwa tidak dikenakan membayar sewa rumah 
juga tidak membayar rekening listrik dan air karena dibayar oleh H.M. 
Pujiono Cahyo W sendiri melalui PT. Silenter. 
-    Bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri maka Suroso mengaku 
juga memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan penghasilan berupa 
uang sewa atau uang kontrakan sebesar Rp. 125.000,- setiap bulan dari 
hasil mengontrakkan kamar di rumah terdakwa yang semula ditempati 




terdakwa dan keluarganya di Desa Randugunting Rt. 02 Rw. 01 
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, setelah terdakwa menempati 
rumah milik H.M. Pujiono Cahyo W lengkap dengan fasilitasnya, dan 
terdakwa tidak lagi menanggung kebutuhan hidup anaknya bernama 
Lutviana Ulfah karena semua kebutuhan hidup Lutviana Ulfah telah 
ditanggung oleh H.M. Pujiono Cahyo W 
Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dengan maksud 































1.  Faktor – faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan anak di 
bawah     umur ternyata sangatlah kompleks dan meliputi berbagai aspek , 
adapaun faktor – faktor tersebut adalah :  
a) Faktor Ekonomi. Faktor ini merupakan faktor utama yang mendorong 
terdakwa Suroso untuk mengijinkan terjadinya perkawinan anak di 
bawah umur. Harapan Suroso dengan mengijinkan H.M Pujiono 
Cahyo .W mengawini Lutviana Ulfah adalah kondisi perekonomian 
keluarganya dapat berubah menjadi lebih baik. Jumlah penghasilan 
yang diterima Suroso pun jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan 
jumlah penghasilan H.M Pujiono Cahyo. W 
b) Faktor Kesadaran dan Pemahaman Hukum. Kurangnya pemahaman 
hukum dari terdakwa Suroso dan sikap melawan hukum yang 
ditunjukkan H.M Pujiono Cahyo .W mendorong terjadinya perkawinan 
anak di bawah umur. Terdakwa Suroso tidak pernah meminta kepada 
H.M. Pujiono Cahyo .W untuk menunda pernikahannya dengan 
Lutviana Ulfah akan tetapi terdakwa mengijinkan Lutviana Ulfah 
untuk dinikahi H.M. Pujiono Cahyo W, Suroso juga membiarkan 
ketika perkawinan tersebut terjadi tanpa disertai dengan pengurusan 
surat-surat sebelumnya dan mendapatkan akta nikah. Selain itu sikap 
H.M Pujiono Cahyo .W yang melawan hukum antara lain melakukan 
poligami tanpa mendapatkan pernyataan tertulis dari istrinya dan juga 
melakukan sebuah perkawinan tanpa diawasi dan dicatat oleh pegawai 
KUA Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. H.M Pujiono Cahyo. 
W juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengawini 
anak di bawah umur. 
c) Faktor Kemauan Anak. Faktor ini turut mendukung karena pada kasus 
ini Lutviana Ulfah juga menyatakan bersedia untuk dikawini. Kondisi 




psikologis seorang anak yang masih labil mempengaruhinya untuk 
sulit menentukan mana perbuatan yang baik dan benar. Lutviana Ulfah 
pada saat tersebut tentu belum membayangkan mengenai beban 
tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup berkeluarga 
serta kewajibannya dalam melayani suami dan keluarganya. 
 
2.     Bentuk keterlibatan terdakwa Suroso dalam perkawinan antara 
H.M Pujiono C.W dengan Lutviana Ulfah adalah mengeksploitasi anak 
untuk mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang 
lain serta bentuk keterlibatan lainnya yaitu memberikan bantuan untuk 
terjadinya perbuatan cabul dalam ikatan perkawinan tidak sah yang 
dilakukan oleh H.M Pujiono C.W kepada Lutviana Ulfah yang adalah anak 
kandungnya sendiri. Keterlibatan orang tua ini tentu dapat diancam dengan 
sanksi pidana yang ada berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak maupun berdasar KUHP. Berdasarkan Surat 
Dakwaan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara : 
PDM-63/0.3.42/Ep.2/10/2009 maka disebutkan bahwa perbuatan terdakwa 
Suroso yang berkaitan dengan eksploitasi anak didakwa dengan Pasal 88 
Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk 
bentuk keterlibatan Suroso dalam hal memberikan bantuan sehingga 
memudahkan terjadinya percabulan maka Suroso didakwa dengan Pasal 290 
ke-2 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP.  
   Tetapi dalam penuntutannya berdasarkan Surat Tuntuan Kejaksaan 
Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-
63/0.3.42/EP.2/10/2009, terdakwa Suroso hanya dituntut berdasar Pasal 88 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan 
ancaman pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 
 





Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan maka 
dapat diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut : 
1 Perlunya ditingkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan 
– penyuluhan hukum yang ditujukan terkhusus kepada orang tua. 
Penyuluhan hukum yang dilakukan hendaknya mensosialisasikan 
undang – undang terkait perkawinan anak di bawah umur , selain itu 
perlu juga menggabungkan aspek – aspek kesehatan dan psikologis 
yang dapat terjadi bagi seorang anak apabila harus melakukan 
perkawinan di bawah umur , akan lebih efektif apabila penyuluhan 
hukum tersebut dapat berupa simulasi sehingga memudahkan 
masyarakat untuk lebih memahami materi penyuluhan. Hal ini perlu 
dilakukan agar orang tua tidak lagi membiarkan anaknya yang masih 
dibawah umur untuk dikawini dan juga berguna bagi anak agar 
mengerti dampak dari perkawinan di bawah umur apabila memang 
keinginan melakukan perkawinan tersebut berasal dari kemauan 
pribadi anak itu sendiri.  
2 Pelaksanaan revisi peraturan perundang – undangan yang mengatur 
tentang perkawinan juga harus segera dilakukan , ini diperlukan karena 
banyaknya pengaturan yang tumpang tindih mengenai perkawinan di 
bawah umur. Permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur juga 
harus diatur lebih rinci baik menyangkut mengenai penyamaan batas 
usia perkawinan maupun pemberian dispensasi perkawinan .Sehingga 
nantinya perundang – udangan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi 
hakim dalam mempertimbangkan perkara dan menjadi pendidikan 
hukum bagi masyarakat. Selain itu perlu juga ditambah dengan 
pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan perkawinan di 
bawah umur dan pihak-pihak yang memungkinkan perkawinan itu 
terjadi , khususnya orang tua yang tidak mencegah pernikahan di 
bawah umur. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan 
hukum positif di Indonesia dan dapat memberikan efek jera kepada 




setiap pihak yang memiliki keterlibatan dalam perkawinan anak di 
bawah umur. Karena apabila perbuatan mengawini anak dibawah umur 
terus dibiarkan terjadi maka masyarakat akhirnya akan menerima 
fenomena tersebut sebagai budaya dan menjadi nilai – nilai yang 
tumbuh di masyarakat. 
3 Pemerintah diharapkan lebih serius menindak setiap pelanggaran 
dengan melakukan sebuah usaha sistematis yang terarah dalam rangka 
pengawasan mengenai perkawinan di bawah umur melalui kerjasama 
dengan lembaga – lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam 
perlindungan anak baik di tingkat lokal , nasional , regional , maupun 
internasional . 
4 Pemberian jaminan dan perlindungan hukum kepada anak – anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus untuk terjaminnya pemenuhan hak 
– hak mereka melalui upaya rehabilitasi yang berpusat pada keluarga 
dan menggandeng elemen masyarakat sebagai sebuah kesatuan untuk 
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